GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NMOMOR 04 TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan
dalam APBD dan Pasal 161 avat [2) huruf b, keadaan
yvang menychabkan harus dilakukan pergeseran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
unit organisasi, antar program, antar kegatan dan
antar jenis belanja,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 04 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
gebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kecdua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagl Provinsi



Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telash diubah beberapa kali terakhur
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomerb573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12,

13.

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 51635);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 604 1);




14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

15.

16.

17,

18,

19.

20,

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwaldlan Eakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi  Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebhapaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20153 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
gerta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
QOperaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Menetapkan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunen dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20235;

25, Peraturan Gubernur Papua Sclatan Nomor 04 Tahun

2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSEAN:

Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua
Qelatan Nomor 04 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025,

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur
penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah

Grabernur Papua Selatan.



10.

11.

12.

13.

Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah halk pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Tahun
Anggaran berkenaan.,

Belanja Daerah adalah semua kewsjiban pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan,
Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sama.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daecrah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
SAMmA.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan
surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan Daecrah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perhu diterimakan kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya dan danggarkan
secara bruto dalam APBD.

Pembiaysan Netto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisgih  lebih realisasi peénerimaan dan pengeluaran

selama satu periode anggaran.



afm

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Dacrah; dan
¢. Pembiayaan Daerah.

Paszal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 Semula
direncanakan sebesar Rpl.520.958.997.529,00 menjadi
sebesar  Rpl.379.566.446.520,00 berkurang sebesar
Rpl150.392.551.000,00 yvang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

{1} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan scbesar
Rp.130.993.681.252,00; yang terdiri dari :
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Dacrah;
c. hasil pengelolaan  kekayaan  daerah yang

dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl30.993.681.252,00.

(3] Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

{4) Hasil Pengelolaan Kekayasn daerah yang dipisahkan
direncanakan sebesar Rp0,00

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
direncanakan scbesar Rp0,00

(6) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar
Rpl.378.965.316.277,00 menjadi sebesar
Rpl.228.572.765.277,00 berkurang sebesar
Rp150.392.551.000,00;



{7} Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
RpZ20.000.000. 000,00,

(8) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] bersumber dari
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar
Rp20.000.000.000,00.

Pasal 5
Anggaran Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 semula
direncanakan scbesar Rpl.724.133.001.643,00, menjadi
sebesar Rpl.573.740.450.643,00 berkurang sebesar
Rpl30.392.551.000,00 yang terdir atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a semula direncanakan sebesar
Rpl.243.138.117.467 96 menjadi
Rpl.154.325.143.989,96 yang terdiri atas:

a, Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jass;
¢, Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. PBelanja Bantuan Sosial.

{2) Belanja Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf a  direncanakan  sebesar Rp
345.899,785.062,61;

(3} Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp884.911.282.405,25 menjadi Rp796.098,308,927,35
berkurang scbesar Rp88.812,973.478,00;

[4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ direncanakan sebesar Epl,04;



{5} Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huraf d direncanakan sebesar Rp0,00;

(6) Belanja Hibah sebagmimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ direncanakan sebesar REpl2.327.050.000,00;

dan

(7} Belanja Bantuan Sosial scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal ¥

{1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam

(2]

(3]

(#)

15]

Pasal 5 huruf b semula direncanakan sebesar
Rp337.477.754.757,33 menmdi Rp2i2456.086.660,00
berkurang Rp65.021.668.057,33 yang terdiri dari :

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunarn;

Belanja Medal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

e, Belanja Modal Asct Tetap Lainnya,

f, Belanja Modal Aset Lainnya.

B o TR

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Epd,00;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan
sebesar Rp36.276.937.660,00 merjadi
Rp32.604.704,960,00 berkurang scbesar
Rp3.672.232.700,00;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula direncanakan
sehesar Rp2.627.125.800,00 menjadi
Rpl.848.850,000,00 berkurang sebesar
Rp778.275.800,00;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula
direncanakan sebesar
Rp296.464.624.597,33 menjadi Rp236.988.465,.000,00
berkurang sebesar Rp59.476.159.597 33,



(1)

(2]

=10

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimalesud pada ayat (1) huraf ¢ direncanakan sebesar
RpS50.000.000,00;

(7] Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaloesud
pada ayat (1) hurufl [ direncanakan sebesar
Ep2.059.066.700,00 menjadi  Rp9%64.066.700,00
berkurang scbesar Rpl.095.000.000,00;

Pasal 8
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 5 humf ¢ direncanakan  sebesar
Rpb.127.587.297,00

Pasal 9
Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d semuls  direncanakan  sebesar
Rpl37.389.542.120,7]1 menjadi Rpl40.831.632.696,04
bertambah sebesar Rp3.442.090.575,33

Pasal 10
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan scbesar Rp194.174.004.114,00

Pasal 11
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Gubernur dapat melakukan perubahan anggaran melalui
perubahan Peraturan Gubernur, vyang selanjutnya
ditampung dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Headaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
4. Bencana alam, bencana non-alam, bencans sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelavanan publik,



(3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melipuati:

H.

Kebutuhan daerash dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
schelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan/atau masyarakat,

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

1.

Lampiran I

Ringkasan APBD yang Diklasifilasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran [T

Ringkasan APBD yang Diklaszifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Lampiran [Ila

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Hibakh;

Lampiran b

Daliar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Alekasi
Hibah Berupa Barang Yang Ditcrima Serta SKPD
Pember Hibah;

Lampiran Iva

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;



10.

11.

12,

13.

Lampiran [Vb

Daftar Mama, Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Lampiran Va

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

Lampiran ¥b

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

Lampiran Via

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten;

Lampiran Vib

Daftar Nama, Penerima, Alamat dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Pemerintah Kota;
Lampiran Vic

Daftar Nama, Pencrima, Alamat dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Pemerintah Desa;
Lampiran V1l

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayvaan;

Lampiran IX

Rincian Dana Tambsahan Infrastruktur Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Pasal 13

{1} Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan

Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam doloamen



-1a-

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan,

(2} Pengeluaran Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur
tentang Pengeluaran Kas Mendahului APED menjadi
bagian vyang diperhitungkan dalam pelaksanaan
peraturan Gubernur ini.

Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
divndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubermnur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Selatan,
Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 9 Mei 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO
Diundangkan di Merauke
Pada tanggal @ Mei 2025

Fj. BEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD
MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR_12




